
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAI{ GUBERIYUR LAITPUITG
NoMoR I G I lt2 lE.06 lHlr-l 2023

TENTANG

PENUIWKAI{ KUASA PENGGUNA ANGG}ARAN, PE.'ABAT PETIBUAT KOMITMEN,
PF^IABAT PENANDATAilGAT{ SURAT PERINTAII MEUBAYAR, DAN BENDAHARA

PENGELUARAN, ANGGARAIT PENDAPATAN DA]T BELANJA NEGARA/
DEKONSET{TRASI PADA BIRO PEMERINTAIIAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LA}IPUilG TAHUN AITG}GARAI{ 2023

GUBER.ITUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
NegaralDekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/ Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik
dari segi fisik maupun elisiensi dan efektivitas kegiatan
dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ l,embaga (RI(A-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi
Talrun Anggaran 2023;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib,
perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Derah provinsi
l,ampung Tahun Anggaran 2023, dan menetapkannya dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undaag-Undang Nomor
Negara;

17 Tahun 2003 tentang Keuangan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang perbendaharaan
Negara;

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah" sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hub"ungan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O22 tenlang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuanfan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 ter:tang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung;

Memperhatikan: 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,
Surat Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-
0 1 0. 04.3. 1 2907 4 / 2023, tanggal 30 November 2022 ;

2. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor :

O37 lPUMlOll2O23 HaJ Usulan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Sekretariat
Daerah Provinsi Lamptrng TA. 2023, tanggal 24 Janwari 2023;

MEMUTUSKAIT:

Menetapkan XEPUTUSAN GI'BERITUR TENTANG PENI'NJT'XAN KUASA
PEIVGGUNA ANGGARAN, PE.IABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PE.IABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAII MEMBAYAR,
DAN BET{DAHARA PENGELUARAN, AI{GGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI PADA BIRO
PEMERINTAHAN DAI{ OTONOMI DAERAII SEKRETARIA.T
DA,ERAH PROVINSI L/IMPUNG TAHIIT{ ANGGARAN 2023.

KESATU Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/ Dekonsentrasi pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan nama Pejabat/ Pegawai
Negeri Sipil, nama program / kegiatan, NIP, dan Pangkat/ Golongan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan
(PoK);

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
Anggaran Belanja Negara;

e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas
beban anggaran negara;

f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

h. menyusun laporan keuangan dan kine{a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat
Komitmen memiliki tugas dan wewenang:

a. menJ''usun rencana pela}sanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian
dengan Penyedia Barang/ Jasa;

d. melaksanakan kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara
atas pe{anjian yang dilaku kannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;

g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara;

h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat
Permintaan Pembayaran;

i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran;

j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dengar Berita Acara Penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

L melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Belanja Negara.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah
Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
memiliki tugas dan wewenang:

a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan
Pembayaran beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran,
apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan;

d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain
yang dipersarnakan dengan Surat Perintah Membayar;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak
tagih;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaral mempunyai tugas:

a. menerima dan menyimpan uang persediaan;

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkar melalui
uang persediaan;

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
Negara ke rekening Kas Umum Negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j. menyampaikan laporan pertanggungiawaban bendahara
kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara
Umum Negara; dan

k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

Mendelegasik€rn wewen€rng menandatangani petikan dan salinan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/ Dekonsentrasi pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2O23, kepada Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
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KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Temhusan:
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Apabila n€rma Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan
Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang
ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara
Pengeluaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan
tercantum dalam Lampiran Keputusal ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

\zto.
i1.
12.

ARINAL DJUNAIDI

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarts.;
Menteri Keuangan RI di JaIGrta;
Ketua Bada-n Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi lampung di Bandar Lampuag;
Kepala Kantor Wilayah Vll Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandai l€npung;
Inspehur Proviflsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hovinsi l^ampung di Telukbetung;
Kepala Biro Hukum Setdaprov L,ampung di Telukbetung;
Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar l.a'npung;
Kepala Kantor Pelayaran Perbendahar:aan Negara Cabang Bandar L€mpung di Bandar Lampung;
Direktur Utama fT Bank l,ampung di Telukbetung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal I Rbruan 2023

GUBERNUR LAtrIPUNG,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN (;I.] BERNIJR LAMPUNG

NOMOR : Gl ll2 18.06 lHWZ023
,IANGGAI- I I]IiBIIUARI2023

I)AIrlAIt NAMA-NAMA PIIJABAITPI,GAWAI NIiGliRl SlPIl. YANC} DII'UNJUK SEBAGAI KUASA PENCGIINA
ANGGARAN, PUJAIIAI' PI.lMllUAl' KOMIIMEN, PEJAIIAI PENANI)A'IANGAN SLJRA I' PERIN]AH MEMBAYAR' l)AN
BENDAIIARA PENGELT'ARAN ANG(JARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NECARA/DEKONSENTRASI PADA BIRO
PEMERINTAIIAN DAN OTONOMI DAERAII SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPIJNG TAIITJN ANG(;ARAN 2023

NO.

SURAT
PENCESA,IIAN
DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN

ANCOARAN

MAl'A
ANGCARAN

PROCRAM/
KEOIA'IAN DANA (Rp)

KUASA PENGCTJNA
ANGGARAN

PEJABAT
PEMBI.]A1'

KOMITMEN

PEJABAT
PENANDA'TANCAN
SURAT Pt,RINTAH

MEMBAYAR
(PPSPM)

I}BNDAIIARA
PENGI]t,UARAN

KIITI]RANGAN

I 2 3 4 5 6 7 lt 9 l0

I (0r 0)
(04)
(12)

(129074\

L246.t95.000.- Binarri Bintang., S.Sos., M.lP
NIP. 19681005 198901 2 001
Pembina Utama Muda (lV/c)

Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setdaprov

Lampung

Biro
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Setdaprov.
Lampung

l.t SP DIPA.
010.04.3.
t29074t2023
30-fi-2022

010.04.cM Program
Pembinaan
Kapasitas
Pemerintahan
Daerah dan Desa

1.246.195.000,- Binarti Bintang., S.Sos., M.lP
NIP. 19681005 198901 2 001
Pembina Utama Muda (lV/c)

Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setdaprov

Lampung

Bayu Mahardhika"
S.IP., M. AP

NIP. 19801020
20050r I 011

Pembina (lV/a)

Devi Komalasari
Yusri, SE

NtP. 19791225
20t407 2 003

Penata Muda Tk. I
0rr/b)

Biro
Pemerintahan dan

Otonomi Daerah
Setdaprov.
Lampung

1.r.1
I

SP DIPA.
010.04.3.
129074/2023
30-11-2022

010.04.cM.
r237

Pembinaan
Penyelenggaraan
rlubungan Pusat
dan Daerah sefta
Kerja Sama
Daerah.

950.669.000.- Binarti Bintang., S.Sos., M.lP
NIP. 19681005 r9890i 2 001

Pembina Utama Muda (lV/c)
Kepala Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Setdaprov
Lampung

Muhammad
Kumia- S.Kom
NrP. r 9760703
200003 I 005

Penata 'lk. I (llt/d)

Bayu Mahardhika,
S.IP.. M. AP

NlP. 19801020
20050t I 011

Pembina (lV/a)

I)evi Komalasari
Yusri, SE

NlP. 19791225
201407 2 003

Penata Muda Tk. I
Lrb

I I
2

I SP DIPA-
010.04.3.
12907 4/2023
30-11-2022

010.04.cM.
1237

Pembinaan
Penyetenggaraan
Hubungan Pusat
dan Daerah serta
Kerja Sama
Daerah.

l 17.498.000.. Binarti Bintang., S.Sos., M.lP
NIP. 1968t005 198901 2 001

Pembina Utama Muda (lV/c)
Kepala Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Setdaprov
Lampung

Metri Custinawati.,
S}I

NrP. 19700821
199803 2 003

Penata Tk. I (llVd)

Bayu Mahardhika,
S.IP., M. AP

NIP. 19801020
200501 I 0l I

Pembina (lV/a)

Devi Komalasari
Yusri. SE

NIP. 19791225
20140'12003

Penata Muda Tk. I

oII/b) _

Biro
Pcmeri ntahan dan

otonomi Daerah
Setdaprov.
Lampung

)

)

SP DIPA-
010.04.3.
t29074/2023
30-t I -2022

Biro
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Setdaprov.
Lampung
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 t0

SP DIPA.
010.04.3.
12907412023
30-tt-2022

010.04.cM
1237

Pembinaan
Penyelenggaraan
[Iubungan Pusat
dan Daerah sena
Kerja Sama
Daerah.

89.014.000.- Binarti Bintang., S.Sos., M.IP
NIP. 19681005 198901 2 001

Pembina Utama Muda (lV/c)
Kepala Biro Pemerintshan dan

Olonomi Daemh Setdaprov
Lampung

Nurul Fajri.,
S.Sos.,MT

NrP. 1979031 l
199803 I 002

Pembina (lV/a)

Belr Mahardhikq
S.IP., M. AP

NIP. 19801020
200501 I 011

Pembina (IV/a)

Dcvi Komalasari
Yusri, SE

NrP. 19791225
201407 2 003

Penata Muda Tk. I

(rvb)

Biro
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Setdaprov.
Lampung

l.l .1.
4

SP DIPA-
01 0.04.3.
t29o7 4/2023
30-t t -2022

010.04.cM.
1237

Pembinaan
Penyelenggaraan
Hubungan Pusat
dan Daerah serta
Kerja Sama
Daerah.

89.014.000,- Binarti Bintang., S.Sos., M.lP
NIP. 19681005 198901 2 001

Pembina Utama Muda (lV/c)
Kepala Biro Pemcrint ahan dan

Otonomi Daerah Setdaprov
l,ampung

Rahmat Yudha
Ksa1ria., S.lP, MII

NIP. 19880625
200701 I 002

Penara Tk. I (Ill/d)

Bayu Mahardhika,
S.IP.. M. AP

NIP. 19801020
200501 r 0l l

Pembina (lV/a)

Devi Komalasari
Yusri, SE

NIP. 19791225
201407 2 003

Penata Muda Tk. I
(rrvb)

Biro
Pcmerintahan dan
Otonomi Daerah
Sctdaprov.
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DWNAIDI

l.l.l.
J

)

)


